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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR                    TAHUN 2021
TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN TAHUN 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

	Menimbang 
	: 
	a. bahwa dalam upaya mewujudkan objektivitas penilaian dan guna memberikan bahan pertimbangan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional  Pengawas Pemerintahan Tahun 2021;
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan             Tahun 2021;

	Mengingat 
	:
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi          Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014   Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor  16           Tahun  1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);





5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87   Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelengaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia TAhun 2019 Nomor 843);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22             Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah  Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22): 
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 107).

	MEMUTUSKAN : 


	Menetapkan 
	:
	

	KESATU 
	:
	Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan  Tahun 2021, dengan susunan Tim  sebagaimana tersebut  dalam Lampiran Keputusan ini. 

	KEDUA 
	:
	Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. membantu Inspektur dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang berada di Pemerintah Kabupaten Karanganyr;
b. memeriksa usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawasan Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Provinsi dan Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Pusat; 
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit. 

	KETIGA
	:
	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati dan setiap 6 (enam) bulan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Ketua Tim Penilai Angka Kredit.

	KEEMPAT
	:
	Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dari dari tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

	KELIMA
	:
	Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

	KEENAM
	:
	Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/1019 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawasan Pemerintahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

	KETUJUH
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



	



Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar; dan
7. Tim yang bersangkutan
	Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 
  SEKRETARIS DAERAH
  KABUPATEN KARANGANYAR,



  SUTARNO

	Telah dikoordinasikan

	Telah Dikoordinasikanaraf

	PEJABAT
	PARAF

	1. Asisten Pemerintahan
	

	2. Inspektur
	

	3. Sekretaris Inspektorat Daerah
	






	  
	LAMPIRAN 
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

	
	NOMOR
	
	 TAHUN 2021

	
	TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL 
PENGAWAS PEMERINTAHAN         TAHUN 2021.


                                                                                                                                       
SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL 
PENGAWAS PEMERINTAHAN TAHUN 2021

	NO.
	NAMA
	JABATAN DALAM DINAS
	KEDUDUKAN  
DALAM TIM 

	1.
	Drs. Utomo Sisi Hidayat, M.M.	
	Inspektur
	Ketua 

	2.
	Isnan Nur Aziz , S.Kom 
	Kepala Bidang Pengangkatan dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Wakil Ketua 

	3.
	Christiani Nurendah Widyawati, SH, S.H., M.M.
	Sekretaris Inspektorat Daerah
	Sekretaris

	4.
	Dra. Heni Kustyawati, S.H, M.M.
	Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Daerah
	Anggota

	5.
	Drs. Dyah Mustikawati, M.M.
	Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Daerah
	Anggota

	6.
	Hartuti, S.E
	Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Daerah 
	Anggota 

	7.
	Ratna Fatmawati, S.E, M.S.i, A.k
	Kasubbag Administrasi dan Umum 
	Anggota

	8.
	Innaha Rahmawati, S.E., M. Si.
	Auditor Muda
	Anggota

	


	
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KARANGANYAR,



SUTARNO
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	1. Asisten Pemerintahan
	

	2. Inspektur
	

	3. Sekretaris Daerah Inspektorat Daerah
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